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Abstrak

Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Gula Rafinasi
Yang Dikonsumsi Oleh Konsumen Di Hotel Dan Kafe Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Perkembangan perekonomian yang terjadi menyebabkan kegiatan jual beli suatu
produk semakin kompleks. Produk yang dijual semakin beragam macam, bentuk
dan olahannya serta peredarannya semakin luas. Setelah revolusi industri, muncul
mata rantai distribusi yang membuat konsumen tidak berhubungan langsung
dengan produsen dalam membeli barang dan/atau jasa, melainkan ada perantara.
Adanya pelaku usaha yang lebih dari satu menimbulkan permasalahan untuk
menentukan pelaku usaha mana yang bertanggung jawab apabila konsumen
mengalami kerugian. Sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai hukum perlindungan konsumen
menjadi dasar untuk melindungi dan menjamin hak-hak konsumen dari perilaku
menyimpang pelaku usaha, mengingat posisi konsumen lebih lemah dari pelaku
usaha. Pelaku usaha yang berperan menentukan produksi barang mulai dari proses
pembuatan, penjualan sampai peredaran. Banyak konsumen yang tidak
mengetahui apakah produk yang dikonsumsinya itu memenuhi standar yang

seharusnya dan tidak melanggar hukum.
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia saat ini, perkembangan perekonomian yang terjadi dengan pesat

mempengaruhi produksi makanan menjadi sangat berkembang dengan segala
macam bentuk dan olahannya. Makanan yang diproduksi bisa tersebar secara
luas ke berbagai tempat dalam waktu yang cepat. Kemajuan teknologi
informasi yang semakin canggih di era globalisasi ini begitu juga dengan
perkembangan transportasi, membuat pelaku usaha bisa menjual produknya
begitu juga dengan konsumen bisa memperoleh produk yang dibelinya dengan
cara yang lebih praktis dan cepat. Berdasarkan keadaan tersebut, maka pelaku
usaha perlu berhati-hati dalam menjual produknya dan terutama konsumen
perlu lebih berhati-hati dalam membeli produk dengan tujuan supaya tidak

mengalami kerugian.

Pelaku usaha dan konsumen saling bergantung satu sama lain. Pelaku usaha
sebagai pihak yang memproduksi suatu barang dalam hal ini makanan, bisa
menjual makanan karena ada konsumen yang membutuhkan dan membeli
makanan tersebut. Pelaku usaha menjual makanan dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan dan konsumen membeli makanan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Adanya hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan
konsumen bukan tidak mungkin dapat menimbulkan masalah. Masalah yang
sering terjadi mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen berkaitan
dengan barang yang dikonsumsinya sebagai hasil produksi pelaku usaha. Oleh
sebab itu pemerintah Indonesia membentuk suatu peraturan tertulis dalam
bentuk Undang-Undang dengan maksud untuk mengatur perilaku pelaku usaha
supaya konsumen bisa terlindungi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK.



Pengertian perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 1:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.

Konsumen mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi secara hukum dari
perilaku serta perbuatan pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen
dalam hal memproduksi, menjual sampai mengedarkan makanan yang tidak
sesuai standar kelayakan atau bahkan melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk
UUPK sebagai wujud adanya jaminan kepastian hukum dalam memberikan
perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan menentukan kewajiban-
kewajiban dari pelaku usaha. Selain hak konsumen dan kewajiban pelaku
usaha, UUPK juga mengatur tentang kewajiban konsumen dan hak pelaku
usaha.

Di dalam UUPK, hal yang paling banyak diatur adalah mengenai perilaku
pelaku usaha karena dengan diaturnya perilaku pelaku usaha yang diharuskan
sesuai dengan hukum, maka konsumen bisa terlindungi. Mengingat kerugian
yang terjadi atau dialami oleh konsumen salah satunya adalah karena perbuatan
dari pelaku usaha dalam kaitannya mulai dari memproduksi sampai menjual
barang berupa makanan yang tidak memenuhi standar kualitas kelayakan untuk
dikonsumsi. UUPK hadir sebagai Undang-Undang payung bagi Undang-
Undang serta peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan konsumen yang
lainnya. UUPK ini menjadi dasar bagi penegakan hukum perlindungan

konsumen di Indonesia.

Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah
hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat
mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.
Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak
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satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam
pergaulan hidup.!

Hukum Perlindungan Konsumen berisi asas-asas yang melandasi perlindungan
konsumen, tujuan perlindungan konsumen, mengatur hak-hak dan kewajiban-
kewajiban konsumen juga pelaku usaha, mengatur hubungan usaha dan
hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, mengatur tanggung
jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian terhadap konsumen, mengatur
tata cara penyelesaian sengketa, mengatur hal lain-lain sampai dengan sanksi
perdata maupun pidana. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum
lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun
bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau

dilanggar oleh pelaku usaha.?

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, terdapat pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.

Konsumen yang diberikan perlindungan dalam Undang-Undang ini adalah
konsumen akhir. Sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 1 angka 2:

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan
konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau
pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara
adalah konsumen yang menggunakan suatu produk lainnya.
Perngertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen
akhir.

Pengertian mengenai pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 angka 3:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

'Anonim, “Bab Il Tinjauan Pustaka, A. Pengertian Perlindungan Konsumen”, diakses dari
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zQftTjp-

KksJ:digilib.unila.ac.id/4050/12/BAB%25 20Il.pdf+&cd=1&hl=en&ct=cInk&gl=id, pada tanggal

28 November 2017 pukul 00.42 WIB, dikutip dari Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen,

G
2|d.

rasindo, Jakarta, 2000, him. 9.


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zQftTjp-KksJ:digilib.unila.ac.id/4050/12/BAB%25%2020II.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zQftTjp-KksJ:digilib.unila.ac.id/4050/12/BAB%25%2020II.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
berbagai bidang ekonomi.

Sebelum revolusi industri, hubungan usaha antara pelaku usaha dan konsumen
terjadi secara langsung sehingga apabila terjadi kerugian terhadap konsumen,
maka pelaku usaha yang bersangkutan bisa dimintakan pertanggungjawaban
langsung. Setelah revolusi industri, selain hubungan usaha terjadi secara
langsung antara pelaku usaha dan konsumen, ada juga hubungan usaha yang
tidak langsung melainkan melalui mata rantai distribusi, sehingga mengenai
pertanggungjawaban pelaku usaha perlu dilihat terlebih dahulu ada hubungan
langsung dengan konsumen atau tidak. Adanya mata rantai distribusi dalam hal
pelaku usaha menjual produknya, sehingga konsumen tidak berhubungan
langsung dengan produsen maka mengenai jaminan terhadap produk dan
perlindungan hukum apabila terjadi kerugian terhadap konsumen menjadi
persoalan.

Adanya hubungan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung antara
pelaku usaha dan konsumen berpengaruh terhadap tanggung jawab dari pelaku
usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Terlebih lagi jika hubungan
usaha terjadi tidak secara langsung melainkan melalui mata rantai distribusi
atau melalui berbagai jalur perantara seperti agen, distributor, sub-distributor,
grosir, pengecer, hal ini menambah kesulitan untuk mengetahui siapa yang

harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

Pengertian tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata
“responsibility” atau “liability”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu

“vereentwoodelijk” atau “aansparrkelijkeid”>

3Anonim, “ll. Tinjauan Pustaka, A. Pengertian Tanggung Jawab”, diakses dari
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3UC0ItrNROoJ:digilib.unila.ac.id/112
33/2/BAB%2520Il.pdf+&cd=1&hl=en&ct=cInk&gl=id, pada tanggal 16 November 2017 pukul
16.29 WIB.
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Dalam Kamus Besar Indonesia, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa boleh

dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.*

Tanggung jawab adalah wajib menanggung, wajib memikul beban, wajib
memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdi, dan rela

berkorban untuk kepentingan pihak lain.®

Keharusan tanggung jawab dari pelaku usaha muncul ketika konsumen
mengalami kerugian. Kerugian terhadap konsumen terjadi oleh sebab
ketidakseimbangan kedudukan yang mana konsumen berada pada posisi yang
lemah sedangkan pelaku usaha posisinya lebih kuat secara ekonomi. Pelaku
usaha yang memegang kendali terhadap produk yang diproduksinya mulai dari
proses pembuatan hingga penjualan. Permasalahan ketidakseimbangan
kedudukan konsumen tersebut kemudian dijembatani oleh hukum perlindungan

konsumen.®

Pelaku usaha yang mana berorientasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-
besarnya dengan pengeluaran yang kecil serta tetap dapat membuat produk
dengan kualitas yang baik dengan biaya produksi yang murah akhirnya
memanfaatkan kedudukannya yang lebih kuat secara ekonomi maupun dari
segi kekuasaan dengan berbuat curang dimana terkadang memasukkan bahan-
bahan lain di luar komposisi produk tersebut guna menekan biaya produksi.’
Selain memasukkan bahan-bahan lain, pelaku usaha bisa menjual produk yang
sebenarnya tidak boleh untuk diperjualbelikan secara langsung kepada

konsumen, seperti halnya masalah keberadaan gula rafinasi yang beredar di

41d.
Supra Note 3.
5Tim penelitian di bawah pimpinan lbrahim Idham, “Laporan Akhir Penelitian Perlindungan
Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Produsen”, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Departemen Kehakiman, 1992, him. 76.
’Putu Adi Merta Jaya, Ni Nyoman Mas Aryani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap
Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicantumkannya Informasi Mengenai
Komposisi Produk Secara Lengkap”, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/
view/6844/5172., diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 19.36 WIB, him. 3.
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hotel dan kafe yang dikonsumsi oleh konsumen yang menginap di hotel atau
berkunjung ke kafe.®

Masalah mengenai keberadaan gula rafinasi di hotel dan kafe merupakan
masalah hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan tanggung
jawab pelaku usaha. Sebagaimana gula merupakan produk makanan atau
sebagai salah satu bahan makanan yang termasuk ke dalam daftar sembilan
bahan pokok (sembako), yang artinya gula ini merupakan bahan makanan yang
dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia secara umum untuk setiap harinya dan
wajib harus selalu ada. Gula biasa digunakan sebagai pemanis makanan
maupun minuman. Selain digunakan di setiap rumah tangga, gula juga tersedia
dan digunakan di tempat-tempat lain yang menyediakan atau menjual makanan
dan minuman seperti hotel dan kafe. Gula digunakan sebagai pemanis untuk
kopi atau teh yang biasa tersedia di hotel maupun kafe dalam bentuk kemasan

kecil (sachet) yang disajikan secara bersamaan dengan penyajian kopi atau teh.

Pengertian Gula Rafinasi dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-
IND/PER/II/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib, Pasal 1 angka 1:

Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah gula yang
dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang diproduksi
melalui pengolahan Gula Kristal Mentah (GKM) yang meliputi
afinasi, pelarutan kembali (remelting), klarifikasi, dekolorisasi,
kristalisasi, fugalisasi, pengeringan, dan pengemasan.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3140..2-2011, Gula kristal
rafinasi adalah gula sukrosa yang diproduksi melalui tahapan pengolahan gula
kristal mentah yang meliputi: afinasi® — pelarutan kembali (remelting)!® —

8Lihat berita tentang Gula rafinasi, https://www.detik.com/search/searchall?query=gula+rafinasi.
Afinasi: proses pencucian gula kristal mentah yang telah dicampur dengan air atau sirup dalam

mixer, kemudian menggunakan mesin sentrifugal untuk menghilangkan lapisan tetes yang ada
di permukaan kristal.

Opelarutan kembali (remelting): proses pelarutan gula kristal mentah yang telah diafinasi
menjadi sirup.
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klarifikasi't — filtrasi!> — dekolorisasi®® — kristalisasi!* — fugalisasi®®

pengeringan'® — pengemasan.’

Gula yang dikenal masyarakat adalah gula berbahan baku tebu, yang dikenal
dengan gula putih atau gula pasir. Di Indonesia, jenis gula berbahan baku tebu
dibagi menjadi tiga jenis, yaitu gula mentah (raw sugar), gula kristal putih
(plantation white sugar) dan gula kristal rafinasi (refined sugar). Jenis gula
berbahan baku tebu yang diperuntukkan konsumsi langsung oleh masyarakat
adalah gula kristal putih (plantation white sugar) atau lebih dikenal dengan
gula pasir atau gula putih. Sedangkan raw sugar digunakan sebagai bahan baku
utama produksi gula rafinasi dan penggunaan gula rafinasi diperuntukkan
sebagai bahan baku industri makanan, minuman dan farmasi.'® Gula rafinasi
atau “refined sugar” adalah gula mentah yang sudah mengalami proses
pemurnian sehingga berkualitas tinggi dengan derajat kemurnian yang tinggi
karena kadar abu dan kadar belerang (SO2) yang mendekati nol. Gula rafinasi
sangat memenuhi ketentuan keamanan pangan sehingga sangat sesuai bagi

industri pangan dan farmasi maupun dikonsumsi langsung.*®

YKlarifikasi: proses pemurnian sirup dengan cara karbonatasi, fosfatasi atau proses lainnya.

LFjltrasi: proses penyaringan sirup hasil klarifikasi menggunakan penyaring bertekanan untuk
menjernihkan sirup dari endapan atau partikel lainnya.

Bpekolorisasi: proses pemucatan warna sirup hasil filtrasi dengan penukar ion, karbon aktif atau
bahan penyerap warna lainnya.

YKristalisasi: proses pengkristalan sukrosa dalam sirup dengan cara penguapan dan pemberian
bibit (seed) sehingga menghasilkan campuran kristal sukrosa dan larutan induk (mother liquor)
(masakan).

SFugalisasi: proses pemisahan kristal sukrosa dari campuran sukrosa dan larutan induk dalam
masakan menggunakan mesin sentrifugal.

15pengeringan dan pendinginan: proses pengeringan kandungan air dalam kristal sukrosa dengan
menggunakan pengering gula (sugar drier) dilanjutkan dengan pendinginan.

YsStandar Nasional Indonesia (SNI) 3140..2-2011, Gula kristal — Bagian 2: Rafinasi (Refined Sugar),
Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2011, him. 1.

185itj Fajar Isnawati, “Analisis Strategi Bersaing Gula Rafinasi (Studi pada PT. Jawamanis Rafinasi,
Cilegon, Banten)”, diakses dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
UQilgg9R3f4):repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/14383/2/H09sfi.pdf+&cd=8&hl=
en&ct=clnk&gl=id pada tanggal 26 November 2017 pukul 13.58 WIB, him. 3.

BAsosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), http://www.agrirafinasi.org/berita/8-tentang-kami,
diakses pada tanggal 26 November 2017 pukul 14.37 WIB.
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Secara umum penggunaan gula dibedakan menjadi dua macam, yaitu gula
untuk konsumsi dan gula untuk industri. Gula untuk konsumsi sering kita kenal
dengan nama Gula Kristal Putih (GKP), sedangkan gula untuk kebutuhan
industri dikenal dengan nama gula rafinasi. Gula rafinasi diolah dari bahan
baku gula mentah (raw sugar) yang melalui tahapan proses penyulingan,
penyaringan, dan pembersihan lebih ketat dibandingkan dengan GKP. Tingkat
kemurnian yang dimiliki gula rafinasi juga lebih tinggi, butiran kristal lebih
halus, serta warna yang lebih putih. Atas pertimbangan kualitas tersebut,
industri makanan, minuman, maupun farmasi lebih memilih gula rafinasi

dibandingkan dengan GKP sebagai bahan baku industrinya.?

Melihat penjelasan tentang gula rafinasi di atas dimana memiliki tingkat
kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan dengan gula putih atau gula pasir
yang biasa dikonsumsi masyarakat dan penggunaanya sebagai bahan baku
untuk industri, sehingga potensi untuk terkena penyakit akibat mengonsumsi
gula menjadi lebih besar, meski keduanya bisa untuk dikonsumsi secara
langsung sepanjang tidak berlebihan. Beberapa penyakit akibat terlalu banyak
mengonsumsi gula diantaranya obesitas, diabetes, kanker pankreas, tekanan

darah tinggi, penyakit jantung, asam urat, dan lain sebagainya.?

Meski gula rafinasi bisa dikonsumsi secara langsung sepanjang tidak
berlebihan, namun berdasarkan peraturan hukum yang berlaku gula rafinasi
hanya diperuntukkan bagi industri dan tidak diperuntukkan bagi konsumsi
langsung karena harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Gula rafinasi
perlu diolah terlebih dahulu untuk pada akhirnya bisa dikonsumsi. Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang
Ketentuan Impor Gula, Pasal 9:

2ainunnisa El Fajrin, Slamet Hartono, Lestari Rahayu Waluyati, “Permintaan Gula Rafinasi pada
Industri Makanan dan Minuman dan Farmasi di Indonesia”, Fakultas Pertanian Universitas
Gadjah Mada, Jurnal Agro Ekonomi Vol. 26/No. 2, Desember 2015, him. 150.

2Lihat  artikel, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171010163057-255-247448/6-
risiko-penyakit-akibat-konsumsi-gula-berlebihan/.
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(1) Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal
Rafinasi (Refined Sugar) yang diimpor oleh perusahaan pemilik
API-P hanya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses
produksi dari industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-
P2 dan dilarang untuk  diperdagangkan  dan/atau
dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2) Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) hasil industri yang dimiliki
oleh perusahaan pemilik API-P yang sumber bahan bakunya
berupa Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) impor,
hanya dapat diperdagangkan atau didistribusikan kepada industri
dan dilarang untuk diperdagangkan ke pasar di dalam negeri.
Gula rafinasi tidak untuk dikonsumsi secara langsung, melainkan digunakan
untuk bahan baku industri. Beberapa hotel dan kafe di kota-kota besar
Indonesia menyajikan gula rafinasi secara langsung kepada tamu hotel dan
pengunjung kafe. Gula rafinasi ini dikemas dalam bentuk sachet sebagai
pendamping kopi atau teh dengan merek hotel yang bersangkutan, atau hanya
bertuliskan “Sugar”. Sehingga konsumen tidak mengetahui bahwa sebenarnya

gula sachet tersebut berisikan gula rafinasi.

Adanya gula rafinasi yang beredar di hotel dan kafe kemudian dikonsumsi oleh
konsumen, maka jelas bahwa hal tersebut mengganggu keamanan dan
keselamatan konsumen sebagaimana diketahui bahwa gula rafinasi berisiko
tinggi bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh konsumen.
Hal ini bertentangan dengan salah satu asas yang menjadi landasan
perlindungan konsumen, yaitu Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
yang berarti memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
Konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau

jasa yang dikonsumsi atau digunakan.?

2ljhat Pasal 1 angka 4: Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P
adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.

BAnonim, Bab I, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Barang Yang Diproduksi”’,
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30802/Chapter%20Il.pdf?sequence=
3., diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 20.18 WIB, him. 5.
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Dalam kasus gula rafinasi yang ada di hotel dan kafe ini, pelaku usaha telah
mengabaikan hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa.

Melihat keberadaan konsumen yang memiliki peran penting bagi pelaku usaha
dalam memberikan keuntungan, dan memiliki hak atas keamanan suatu barang,
maka sudah sepatutnya pelaku usaha juga bisa menjamin keamanan barang
yang diproduksi dan dijualnya. Adanya hak pada konsumen di satu sisi
menimbulkan kewajiban pada pelaku usaha di sisi lain. Sebagaimana kita bisa
melihat salah satu kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf d Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku.

Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan
kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen,
karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan

masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.?*

Dalam kasus gula rafinasi, hotel dan kafe tidak memproduksi sendiri
melainkan membeli dari perusahaan yaitu, PT Crown Pratama atau disingkat
(CP). Di kemudian hari, diketahui telah terjadi penyimpangan distribusi gula
rafinasi oleh PT CP tersebut, menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi
Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya, Direktur Utama PT CP
Benyamin Budiman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memegang
kendali atas proses pemindahan dan pengemasan gula rafinasi menjadi gula
sachet. Gula dikemas ulang dalam bentuk sachet yang diberi merek hotel dan
kafe. Setelah gula rafinasi dikemas dalam bentuk sachet dan diberi merek nama

2%|ira Apriana Sari Nasution, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas

Beredarnya Makanan Yang Kadaluwarsa”, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456

789/26811/Chapter%20l.pdf, diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 20.39 WIB, him. 3.
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hotel dan kafe pemesan, lalu PT CP mendistribusikannya.?® Dalam hal ini
pelaku usaha telah memperdagangkan suatu barang yang tidak sesuai dengan
standar yang seharusnya atau yang ditetapkan dalam peraturan-perundangan,
sehingga pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf a yang dilakukan oleh pelaku usaha,
menimbulkan akibat hukum apabila pelaku usaha terbukti menyebabkan
kerugian terhadap konsumen karena kesalahannya, maka pelaku usaha
bertanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
ayat 1 UUPK:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.

Adanya tanggung jawab ganti kerugian oleh pelaku usaha yang diatur dalam
UUPK, hal ini berarti pelaku usaha bisa dikenakan sanksi perdata akibat
perbuatannya berdasarkan gugatan dari konsumen. Selain sanksi perdata,
pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UUPK bisa dikenakan sanksi
administratif sesuai Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK:

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen  berwenang
menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang
melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan
Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

ZDenita Matondang, “Kasus Gula Rafinasi: Dari Karung Dikemas Jadi Sachet Bermerek Hotel”,
https://news.detik.com/berita/d-3717070/kasus-gula-rafinasi-dari-karung-dikemas-jadi-sachet-
bermerek-hotel, diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 20.58 WIB.
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Bisa juga sanksi pidana Pasal 62 ayat (1) UUPK:

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2,
Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat
2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berkaitan dengan keberadaan gula rafinasi di hotel dan kafe dimana konsumen
datang untuk setiap harinya ke hotel dan kafe, terdapat hubungan langsung
antara hotel dan kafe dengan konsumen dalam hal ini, yaitu pengunjung hotel
dan pelanggan kafe. Namun hotel dan kafe ini bukan produsen gula rafinasi,
melainkan membeli dari perusahaan lain yaitu PT CP. Kemudian PT CP pun
menerima gula rafinasi tersebut dari PT Nusa Indah (NI) sebagai
penyuplai/pemasok yang berarti ada produsen yang memproduksi langsung
gula rafinasi atau mengimpor gula rafinasi tersebut, hanya saja PT CP yang
mengemas gula rafinasi menjadi bentuk kemasan sachet dan dijual ke beberapa
hotel dan kafe. Hal ini menimbulkan permasalahan berkaitan dengan siapa atau
pelaku usaha mana yang harus bertanggung jawab atas peredaran gula rafinasi
di hotel dan kafe yang sebenarnya dilarang untuk diperdagangkan secara bebas
kepada konsumen. Ada hak konsumen yang harus diberikan perlindungan
hukum dan pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang
timbul berdasarkan UUPK. Maka, berdasarkan permasalahan di atas penulis

melakukan penelitian yang berjudul:

Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Gula Rafinasi
Yang Dikonsumsi Oleh Konsumen Di Hotel Dan Kafe Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan

sebagai berikut:
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Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran gula rafinasi di
hotel dan kafe yang dikonsumsi oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap
peredaran gula rafinasi di hotel dan kafe yang dikonsumsi oleh konsumen
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

4. Manfaat Penelitian
1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum perlindungan
konsumen, mengembangkan ilmu hukum dan dapat menjadi bahan

pembelajaran serta sumber bacaan bagi peneliti-peneliti di kemudian hari.

2) Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah
hukum vyang diteliti, yakni pelaku usaha yang memproduksi dan/atau
menjual gula supaya memperhatikan hak dan kewajibannya, kemudian
konsumen bisa lebih mengetahui perbedaan gula rafinasi dan gula putih
serta lebih berhati-hati dalam mengonsumsi gula.

5. Metode Penelitian
Dalam penulisan hukum ini metode yang digunakan adalah metode penelitian
yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.?® Penelitian
hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus hukum
normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan

undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai

26Sperjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat, 2015,
him. 14.
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norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku
setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif fokus pada inventarisasi
hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara
in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan
hukum, dan sejarah hukum.?” Penulis dalam melakukan penelitian ini akan
menggunakan bahan berupa sumber hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan dan sumber hukum sekunder berupa buku teks hukum,
jurnal hukum, tulisan ilmiah hukum, hasil penelitian dan bahan-bahan bacaan

lainnya yang relevan berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Sistematika Penulisan
BAB | : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB Il : PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Pada Bab ini akan berisi dasar hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti
yaitu meninjau pengertian dari masing-masing konsumen dan pelaku usaha dan
bagaimana UUPK mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.
Kemudian meneliti apakah konsumen hotel dan kafe termasuk dalam
kualifikasi konsumen akhir, dan pelaku usaha hotel dan kafe serta perusahaan
PT Crown Pratama termasuk dalam kualifikasi pelaku usaha menurut Undang-
Undang Perlindungan konsumen. Kemudian penulis akan meneliti bagaimana

hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam masalah gula rafinasi.

27Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004, him. 52.
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BAB IIl : TINJAUAN UMUM TENTANG GULA RAFINASI
Pada Bab ini akan berisi dasar hukum yang mengatur tentang gula rafinasi,
pengertian gula rafinasi dan pembahasan lebih lanjut tentang gula rafinasi

berkaitan dengan kelayakannya untuk dikonsumsi oleh konsumen.

BAB IV : ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEREDARAN GULA RAFINASI YANG DIKONSUMSI OLEH
KONSUMEN DI HOTEL DAN KAFE BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Pada Bab ini akan berisi analisis penulis mengenai tanggung jawab pelaku
usaha peredaran gula rafinasi di hotel dan kafe dengan menggunakan sumber
hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
masalah hukum yang diteliti atau yang telah disajikan pada Bab Il, dan

menggunakan pembahasan tentang gula rafinasi yang disajikan pada Bab I1I.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini akan berisi kesimpulan dari penulisan hukum yang diteliti dan
penulis juga akan memberikan saran terkait dengan masalah hukum yang
diteliti.
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